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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugat Cerai 

Seorang Istri Dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama 

Bangkalan No.541/Pdt.G/2016.PA.Bkl)”, bertujuan untuk menjawab rumusan 

masalah dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu 

karena terus berlangsung terjadinya perselisihan dan pertengakaran di dalam 

rumah tangga kedua belah pihak. Hakim mengambil hukum positif dan hukum 

Islam yang keduanya bersesuaian untuk memutuskan perkara ini. Dalam 

memutuskan perkara No. 541/Pdt.G/2016.PA.Bkl dan bagaimana putusan 

Pengadilan Agama dilihat dari segi yuridis dan Hukum Islam? 

Data penelitian diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi. 

Adapun data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dari informan serta 

dokumen putusan Pengadilan Agama Bangkalan. Sedangkan metode analisis 

yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif 

kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar perspektif Hukum Islam 

seorang istri yang ingin bercerai dari suaminya maka ia harus membayar tebusan 

kepada suaminya sebagai ganti rugi rasa cinta suami kepadanya serta 

mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama setempat. Jumlah 

iwadl sesuai dengan permintaan suami dengan kesediaan istri untuk 

membayarnya. Apabila suami tidak mau menceraikan istrinya, berdasarkan 

pemeriksaan yang dilakukan selama persidangan, maka hakim berhak untuk 

memutuskan perceraian antara suami-istri. Akan tetapi, dilingkungan Pengadilan 

Agama jarang terjadi kasus Khulu’ murni seperti yang dijelaskan dalam Hukum 

Islam. Dalam Pengadilan Agama gugatan perceraian yang diajukan istri dikenal 

dengan istilah Gugat Cerai. 

Pada putusan Nomor 541/Pdt.G/2016/PA.Bkl ini telah sesuai menurut 

hukum. Karena putusan ini sesuai ketentuan yang tertuang dalam pasal 22 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang No. 7 

Tahun 1989 perkara perceraian ini dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas 

bagi pengadilan mengenai: sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, sifat dan 

bentuk serta kadar pertengkaran dan setelah dipertimbangkan ternyata benar-

benar berpengaruh dan prinsipil bagi suami istri , tidak ada harapan akan hidup 

rukun lagi dalam rumah tangga. 
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1 
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha 

Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak.
1
 Perkawinan bukan 

saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman, 

tumbuhan, dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, 

maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang 

mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. 

Dalam masyarakat sederhana perkawinannya sederhana, sempit dan 

tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya 

maju, luas dan terbuka. 

Manusia merupakan makhluk sosial, tidak mungkin dapat hidup 

dengan sendirinya tanpa adanya hubungan sosial, cenderung berkelompok 

dan bermasyarakat. Manusia mempunyai naluri tentang persaudaraan dan 

menjalin hubungan yang harmonis antar umat manusia tanpa 

membedakan warna mata, warna kulit, jenis suku, agama, adat, dan 

bahasa. Hal ini sejalan dengan firman allah dalam Surat al-Hujarat ayat 

13: 

                                 

                    

                                                           
1
 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2003). 1 
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Artinya: Hai manusia sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 

mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi 

Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allah Maha 

Mengetahui, Mahateliti.
2
 

 

  Islam mensyariatkan perkawinan menjadikan pertalian suami istri 

dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, karena 

dalam ikatan perkawinan terdapat nilai-nilai yang tinggi dan beberapa 

tujuan utama yang baik bagi manusia.
3
 Sebagaimana al-Qur’an memberi 

istilah pertalian tersebut dengan mitsaqa>n ghalidza>n (janji yang kukuh). 

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’ ayat 21: 

                          

 

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian 

kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai 

suami-istri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari 

kamu perjanjian yang kuat’.
4
 

 

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi 

petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis. 

Tujuan tersebut biasa di kenal dengan pernikahan yang sakinah mawadah 

wa rahmah. 

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut undang-undang 

Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga 

                                                           
2
 Departemen Agama RI, Mushaf  Al-Quran Terjemah, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2002), 518 

3
 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2009), 39 

4
 Departemen Agama RI, Mushaf  Al-Quran Terjemah, 120 
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yang bahagia dan kekal. Sebagaimana pasal 1 yang menjelaskan, 

''Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ''untuk itu 

poin 4 huruf a menyatakan suami-istri perlu saling membantu dan 

mencapai spritual dan material. 

 Salah satu asas perkawinan yang disyariatkan ialah perkawinan 

untuk selama-lamanya yang dipilih oleh rasa kasih sayang dan saling 

cinta mencintai. Karena itu agama Islam mengharamkan perkawinan  

yang tujuannya untuk sementara, dalam waktu-waktu tertentu sekedar 

untuk melepaskan hawa nafsu saja seperti nikah mutáh, nikah muhallil, 

dan sebagainya.
5
 Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal 

yang menghendaki putusnya perkawinan dalam arti bila hubungan 

perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal 

ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir 

dari usaha melanjutkan rumah tangga.
6
 

Allah telah menjelaskan dalam al-Qur’an bahwa perkawinan akan 

membawa sakinah (rasa ketentraman), mawaddah (rasa cinta), warahmah 

(kasih sayang) sebagaimana yang terdapat dalam firman allah surat ar-

Ru>m ayat 21: 

                                                           
5
 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 

144  
6
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antar Fiqih Munakahat dan Undang-

Undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 190 
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Artinya:   Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
7
 

Pada dasarnya, kenyataan telah menunjukkan bahwa hubungan 

dalam perkawinan itu tidak selamanya bahagia, kekal, dan abadi, namun 

terkadang suami isteri mengalami kegagalan dalam mendirikan sebuah 

keluarga yang menemui beberapa masalah yang sulit untuk diatasi. 

Kegagalan ini disebabkan adakalanya suami isteri yang tidak bisa 

menunaikan kewajibannya atau ada sebab tertentu.
8
 

Oleh karenanya, perkawinan itu bukan semata-mata urusan dan 

kepentingan suami istri, akan tetapi juga termasuk urusan dan 

kepentingan orang tua dan kekerabatan. Namun demikian walaupun sejak 

sebelum nikah orang tua/keluarga sudah memberikan petunjuk dalam 

menilai bibit, bobot dan bebet bakal calon suami istri itu, sejarah rumah 

tangga seseorang adakalanya mengalami nasib buruk, sehingga berakibat 

terjadinya putus perkawinan.
9
 

                                                           
7
 Fahd bin ‘Abdu al-‘Azi>z al-Sa’ud, al-Quran al-Kari>m wa Tarjamatu Ma’a>ni>hi bi al-Lughat al-

Indu>nisiyyah, (al-Madi>nat al-Munawwarah: Mujamma’ al-Ma.lik Fahd li tba>’at al-Mushaf al-
Shari>f, 2005), 644 
8
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-

Undang Perkawinan, 190 
9
 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: Alumni, 1977), 169 
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Suatu perkawinan  dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, 

yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap 

istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya.
10

 

Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat di tempuh oleh 

suami istri dalam mengakhiri suatu ikatan perkawinan setelah 

mengadakan perdamaian atau meditasi secara maksimal dapat dilakukan 

atas kehendak suami ataupun permintaan si istri. Perceraian yang 

dilakukan atas permintaan si istri disebut Gugat Cerai.
11

 

Perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah 

tangga. Hal ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. Syara’ 

menginginkan pernikahan terjalin kekal antara suami isteri kecuali karena 

adanya suatu sebab yang tidak dapat dihindari. Salah satunya yakni 

karena sebab meninggalnya salah satu pihak dan atau yang lainnya. 

Karena itu pula syara’ tidak mengikat mati pernikahan dan tidak pula 

mempermudah perceraian. Syara’ sendiri telah membenarkan dan 

mengizinkan perceraian kalau itu lebih dapat memperbaiki kehidupan 

daripada tetap mempertahankan ikatan pernikahan.
12

\ 

Keinginan atau hak cerai bukan hanya ada pada suami, tetapi 

islam juga memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugat cerai 

(Khulu’). Seorang suami bisa menceraikan istrinya, istri juga bisa 

                                                           
10

 Ali Yusuf Al-Subki, Fiqh Keluarga, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012), 330 
11

 Syech Mahmudunnasair, Islam Konsepsi dan Sejarahnya, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

1991), 509 
12

 Latif Djamil, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 30 
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meminta suami untuk menceraikan dirinya dengan jalan Khulu’. Khulu’ 

merupakan permintaan cerai kepada suami dengan permbayaran yang 

disebut ‘iwadh.
13

 Keduanya dapat dilakukan selama tidak menyimpang 

dan telah sesuai dengan hukum Allah SWT. Sehingga keduanya sama-

sama mempunyai hak untuk mengajukan perceraian apabila mempunyai 

keinginan untuk bercerai. 

Namun, jika suami istri saling berselisih, dimana si istri sudah 

tidak sanggup lagi melaksanakan hak suaminya dan istri sangat 

membencinya, serta tidak mampu menggaulinya, maka istri dapat 

memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan 

oleh suami kepadanya, dengan maksud agar suami menceraikannya. Maka 

tidak ada dosa bagi si istri untuk memberikan tebusan kepada suaminya, 

dan suami juga tidak dosa menerima tebusan dari istrinya.
14

 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam firman Allah SWT 

Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi: 

                           

                         

                                

                    

                                                           
13

 Abu Ihsan Al-Atsari, Terjemah al-Misbahul Munir fi Tahdzibi Tafsari Ibnu Katsir, (Bogor: 

Pustaka Ibnu Katsir, 2007), 750 
14

 Muhammad Jawad Mughniyah, penerjemah Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Al-
Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Khamsah, (Jakarta: Lentera, 2000), 462 
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Artinya :  Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk 

lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara 

yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu 

dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau 

keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-

hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami 

isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka 

tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan 

oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, 

Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang 

melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang 

yang zalim.
15

 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Tsauban bahwa Rasulullah Saw 

mengatakan apabila istri memberikan tebusan kepada suami untuk 

menceraikan dirinya tanpa adanya alasan, maka hal ini tidak 

diperbolehkan.
16 

Islam telah menjadikan perceraian disertai dengan berbagai hal 

yang harus diperhatikan. Islam sangat menghendaki ikatan suami istri 

jauh dari hal-hal yang dapat meruntuhkan ikatan suci tersebut.
17

 Orang 

yang hendak menceraikan istrinya harus memilih waktu yang baik, waktu 

yang baik untuk menceraikan istrinya adalah ketika istri dalam keadaan 

suci serta belum dicampuri dalam waktu sucinya.
18 

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam firman Allah SWT dalam 

surat Ath-Thalaq ayat 1 yang berbunyi: 

                                                           
15

 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan penyelenggara Al-

qur’an/tafsir , 1986) 
16

 Shahih Ibnu Majah 1672, Ibnu Majah 1662 no. 2055, fan Tirmidzi II:329 no.1191 
17

 Dahlan Idhamy, Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam, (Surabaya: Al:Ikhlas, 

1984), 66 
18

 Muhammad Nashir ad-din al-Albany, Mukhtasar Shahihul Imam Al-Bukhari, (Riyadh: 

Maktabah al-Ma’arif li’an-nasyri wal al-Tauzil’, 2002), 393 
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Artinya :  Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka 

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka 

dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).
19

 

 

Islam memberikan batasan waktu dengan maksud agar seorang 

istri dapat menghadapi perceraian dengan hati yang kuat. Sama halnya 

istri yang dalam keadaan hamil, seseorang dalam keadaan hamil 

cenderung bersifat emosional, sensitive, mudah stress, dan lain 

sebagainya. Ini akan berakibat fatal dengan pertumbuhan janin yang ada 

didalam kandungannya. Oleh karena itu, seorang suami juga harus 

mempertimbangkan keadaan istrinya yang sedang mengandung anak 

mereka dan menceraikan istrinya dalam keadaan suci serta tidak ada 

beban yang dipikulnya. 

Saat ini perceraian yang disebabkan hal sepele semakin marak 

terjadi, seperti halnya perceraian yang terjadi ketika si istri masih dalam 

keadaan hamil. Si istri tidak menyurutkan niatnya untuk berpisah dan 

mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama padahal ia masih 

dalam keadaan hamil. Sebagaimana yang terjadi pada kasus gugat cerai 

perkara No. 541/Pdt.G/2016/PA.Bkl. 

                                                           
19

 Departemen Agama RI, Mushaf  Al-Quran Terjemah, 558 
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Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 01 

januari 2016, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 

001/01/I/2016,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat. 

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat 

bertempat tinggal, kadang dirumah orang tua Pengugat kadang dirumah 

orang tua Tergugat kurang lebih 1 bulan kemudian pindah ke rumah 

kontrakan 1 bulan lamanya, dan saat ini Penggugat sedang dalam keadaan 

hamil 4 bulan. 

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat 

Rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan januari tahun 2016 

rumah tanga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat 

temperamen, tidak jujur, tertutup, dan ibu Tergugat terlalu ikut campur 

dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. 

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat 

tinggal bersama sejak bulan Maret tahun 2016. Penggugat pamit pulang 

kerumah orang tua Penggugat sendiri hingga sekarang selama 3 bulan dan 

selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan 

baik lahir maupun batin dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat 

serta tidak ada sesuatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai 

pengganti nafkah. 
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Bahwa penggugat juga juga mengatakan sudah tidak sabar dan 

tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat yang telah meninggalkan 

Penggugat, sehingga Penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan 

Tergugat. 

Madzhab Syafi’i, Maliki, Hambali, dan Hanafi memandang sah 

khulu’ tersebut sepanjang persyaratan-persyaratan bagi seorang istri yang 

diceraikan telah terpenuhi.
20

 

Madzhab Imamiyah menentukan persyaratan bagi wanita yang 

akan mengajukan khulu’. Hal-hal yang mereka persyaratkan dalam 

perceraian, misalnya wanita harus dalam keadaan suci dan tidak 

dicampuri menjelang masa khulu’. Jika ia sudah pernah dicampuri dan 

bukan wanita yang menopause dan hamil atau berusia di bawah Sembilan 

tahun, maka disyaratkan harus adanya dua orang saJaksi laki-laki yang 

adil.
21

 

Sedangan dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 121 telah disebutkan bahwa “Talak 

yang diperbolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang 

sedang suci dan tidak dicampuri”. Serta pasal 122 menjelaskan 

bahwasannya “Talak bid’I adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang 

dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan 

                                                           
20

 Abdul Manan, Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 456 
21

 Ibid,, 
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suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Ini lah yang 

menunjukkan bahwa orang yang hamil artinya ia sudah campuri pada 

masa sucinya.
22

 

Maka berdasarkan latar belakang ditas, penulis tergugah untuk 

meneliti tentang perkara Gugat Cerai Istri Hamil, maka dari itu penulis 

mengambil objek penelitian di Pengadilan Agama yang notabenenya 

merupakan lembaga peradilan yang menangani kasus bagi yang beragama 

islam, khususnya di batasi di Pengadilan Agama Bnagkalan, karena latar 

belakang diatas penulis mengambil judul “ANALISIS YURIDIS 

PUTUSAN HAKIM TERHADAP GUGAT CERAI SEORANG ISTRI 

DALAM KEADAAN HAMIL (Studi Perkara Pengadilan Agama 

Bangkalan No.541/Pdt.G/2016.PA. Bkl). 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur pengajuan gugat cerai 

2. Apa syarat bagi istri yang ingin mengajukan gugat cerai dalam 

keadaan hamil 

3. Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Agama tentang gugat cerai 

seorang istri dalam keadaan hamil 

                                                           
22

 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2008), 95 
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4. Apa dasar yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam 

memutuskan perkara gugat cerai seorang istri dalam keadaan hamil 

Dari beberapa permasalahan di atas, maka penulis memberikan 

batasan masalah dengan harapan agar penulisan lebih terfokus dan tidak 

melebar dari pokok permasalahan yang diambil, serta penelitian yang 

dilakukan lebih terarah dalam mencapai sasaran yang dituju, yaitu: 

1. Pada penelitian ini masalah hanya dibatasi pada bahasan bagaimana 

analisis Pengadilan Agama Bangkalan terhadap perkara gugat cerai 

seorang istri dalam keadaan hamil serta pertimbangan-pertimbangan 

apa saja yang dijadikan dasar oleh hakim di Pengadilan Agama 

Bangkalan untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan perkara 

No:  541/Pdt.G/2016/PA.Bkl 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi, dan batasan 

masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah-

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 

541/Pdt.G/2016/PA? dan, 

2. Bagaimana putusan Pengadilan Agama kota Bangkalan No. 

541/Pdt.G/2016/PA dalam perspektif hukum Islam? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu berguna untuk 

memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kekurangan teori yang 
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digunakan oleh penulis lain. Selain itu juga berguna untuk mempermudah 

pembaca membandingkan hasil penelitian, serta menghindari plagiarism. 

Penelitian ini tentu bukan penelitian pertama mengenai Gugat 

Cerai. Ada beberapa penelitian yang serupa mengangkat tema ini, antara 

lain penelitian yang di lakukan oleh Swanfri dengan judul “Cerai Gugat di 

Pengadilan Agama Klaten (Analisis terhadap Perceraian karena Faktor 

Suami Meninggalkan Tanggung Jawab)” pada tahun 1997. Di dalam 

skripsi tersebut memaparkan factor-faktor penyebab suami meninggalkan 

tanggung jawab sehingga istri melakukan gugat cerai, serta memaparkan 

penyelesaiannya di Pengadilan. Dengan demikian, dari aspek pembahasan 

tersebut jelas tidak ada kesamaan karena penelitian terdahulu lebih ke 

pembahasan masalah nusyuz.23
 

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Diana Aristanti 

mahasiswa Universitas jember pada tahun 2017 dengan judul “Cerai 

Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No. 

249/Pdt.G/2016.PA.Pal)”. Skripsi ini membahas putusan majelis hakim 

untuk menjatuhkan cerai gugat akibat murtad. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa apabila terdapat salah satu pihak yang murtad, 

dapat berdampak pada perkawinan dan status hak waris anak. Oleh karena 

                                                           
23

 Swanfri, “Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten (Analisis terhadap Perceraian karena 

Faktor Suami Meninggalkan Tanggung Jawab)”(Skripsi-Universitas Walisongo, Semarang, 1997) 
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itu, perkawinan para pihak yang telah putus tidak mungkin bisa rujuk 

kembali kecuali dengan melakukan akad nikah yang  baru.
24

 

Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh Wahyu Apandi, 

Universitas Walisongo Semarang, pada tahun 2014 dengan judul 

“Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang Cerai Gugat 

Karena Suami Jarang Menjalankan Sholat Yang Menyebabkan 

Pertengkaran No. 2261/Pdt.G/2012.PA.Kdl”. skripsi ini membahas 

tentang bahwasannya suami-istri sering terjadi terjadi pertengkaran yang 

disebabkan suami jarang menjalankan sholat dan apabila diingkat istri, 

suami marah dan terjadi pertengkaran kemudian terjadi perpisahan antara 

suami-iatri selama kurang lebih tujuh bulan.
25

 

Berdasarkan skripsi di atas penulis jadikan sebagai rujukan dan 

kajian pustaka, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, sebab masalah yang diteliti sedikit berhubungan dengan 

masalah yang akan diteliti oleh penulis, dimana penelitian yang akan 

penulis lakukan lebih menjurus kepada kasus-kasus gugat cerai seorang 

istri dalam keadaan hamil. 

E. Tujuan Penelitian 

                                                           
24

 Diana Aristanti, “Cerai Gugat Akibat Murtad” (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No. 

249/Pdt.G/2016.PA.Pal), (Skripsi-Universitas Jember, Jember, 2017) 
25

 Wahyu Apandi, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang Cerai Gugat Karena 
Suami Jarang Menjalankan Sholat Yang Menyebabkan Pertengkaran No. 
2261/Pdt.G/2012.PA.Kdl”(Skripsi-Universitas Walisongo, Semarang, 2014) 
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Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

diharapkan dapat menjawab masalah-masalah yang dipaparkan dan 

mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim 

Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara Gugat Cerai terhadap 

istri hamil. 

2. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama kota Bangkalan dilihat 

dari segi yuridis berkaitan dengan kasus gugat cerai seorang istri 

dalam keadaan hamil. 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

pemikiran bagi disiplin keilmuan pada umumnya dan dapat digunakan 

untuk hal-hal berikut : 

1. Secara teoritis 

 Dapat menambah khazanah pemikiran Islam tentang konsep 

gugatan perceraian istri dalam keadaam hamil 

 Dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis 

 Dapat dijadikan sebagai pengetahuan hukum secara teori dan 

praktek di Pengadilan Agama kota Bangkalan terutama masalah 

gugat cerai istri hamil. 

2. Secara praktis 

 Dapat memenuhi syarat kelulusan Strata 1 (S1) 
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 Dapat mempraktikkan teori-teori yang didapatkan selama berada 

dibangku kuliah 

 Dapat mengetahui prosedur persidangan dalam hukum acara 

Pengadilan Agama kota Bangkalan. 

G. Definisi Operasional 

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam 

penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kunci yang sangat erat kaitannya 

dengan penelitian ini sebagai berikut: 

Pengadilan Agama: badan yang melakukan peradilan, yaitu badan yang 

memeriksa dan memutus sengketa-sengketa hukum 

dan pelanggaran-pelanggaran hukum dan undang-

undang di Pengadilan Agama Bangkalan.
26

 

Gugat cerai: gugatan yang berkaitan dengan perceraian, yaitu 

permintaan cerai yang diajukan dari pihak istri. 

Istri hamil: yaitu sebuah proses yang diawali dengan keluarnya 

sel telur yang matang pada saluran telur yang 

kemudian bertemu dengan sperma yang keduanya 

menyatu membentuk sel yang akan tumbuh.
27

 

Dalam skripsi ini akan membahas bagaimana hukum bagi 

seorang wanita hamil yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan 

Agama, dan gugatan tersebut di proses oleh Pengadilan Agama tersebut. 

                                                           
26

 Subekti, Kamus Hukum, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1980), 91 
27

 http:abiummi.com/pengertian-ibu-hamil-penyebab-dan-tanda-tanda-kehamilan, diakses pada 

22 July 2015 
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H. Metode Penelitian 

Dalam upaya mendapatkan data yang akurat, lengkap dan 

obyektif. Untuk penyusunan skripsi ini penulis menggunakan penelitian 

antara lain: 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini 

adalah menggunakan analisis normative yang didasarkan pada hasil 

analisis dengan melakukan penelitian terhadap data kepustakaan, 

pendapat para ahli dan teori yang terkait dengan pembahasan masalah 

atau disebut dengan data sekunder. Yang bersifat deskriptif analisis, 

yaitu memberikan data seteliti mungkin yang menggambarkan objek 

penelitian, kemudian menganalisa isi putusan, untuk melihat sejauh 

mana para hakim menerapkan peraturan perundangan tentang gugat 

cerai istri hamil. 

2. Data Yang Dikumpulan 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data 

diperoleh.
28

 Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam 

penelitian ini, maka digunakan dua sumber data antara lain: 

a. Data primer : yaitu data yang sifatnya penting dan memungkinkan 

untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan 

berkaitan dengan penelitian.
29

 

                                                           
28

 Suharmisi Arikunto, Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172 
29

 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116  
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1) Salinan penetapan Pengadilan Agama Bangkalan tentang 

perkara gugat cerai seorang istri dalam keadaan hamil. 

b. Data sekunder : yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

peneliti yang merupakan hasil penelitian dari sumber-sumber 

yang telah ada.
30

 Dengan tujuan menunjang penjelasan data 

primer antara lain: 

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

2. Instruksi presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam 

3. PP No. 9 Tahun 1975 

4. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia 

antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan 

5. Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang 

Perkawinan 

6. Ali Yusuf Al-Subki, Fiqh Keluarga 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi 

kepustakaan, yaitu dengan mencari dan menginventarisir beberapa 

tulisan yang relevan kemudian dipelajari, dipahami kemudian 

dianalisis.
31

 Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

                                                           
30

 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 19 
31

 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta Timur : Ghalia Indonesia, 1988), 211 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19 
 

Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan menelusuri 

dan mempelajari data berupa dokumen tertulis.
32

 Dengan 

menggunakan dokumentasi peneliti mendapatkan data tentang 

salinan putusan Pengadilan Agama Bangkalan No. 

541/Pdt.G/2016.PA.Bkl. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data yang dikumpulkan lengkap melalui wawancara 

dan dokumentasi terkumpul maka selanjutnya peneliti mengolah dan 

mengkaji data melalui beberapa tahap  untuk menyimpulkan suatu 

realita dan fakta yang terjadi di masyarakat. Tahap-tahap dari 

pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Studi Dokumen 

Penulis memperoleh data dengan mempelajaridokumen dari 

buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan 

melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. 

Wawancara tersebut dilakukan pada salah satu anggota hakim 

Pengadilan Agama Bangkalan. 

5. Teknik Analisis Data 

                                                           
32

 Masruhan, Metodologi Hukum, (Surabaya,: Hilal Pustaka, 2013), 208 
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Merupakan data yang diperoleh baik data primer maupun 

data sekunder dianalisis menggunakan analisis induktif, yaitu 

kerangka berfikir yang diawali dari fakta-fakta yang khusus 

kemudian ditarik pada yang umum.
33

 

Dari langkah-langkah ini, penulis harapkan agar jawaban 

dari rumusan masalah tersebut akan mudah diperoleh. 

I. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan ini lebih teratur dan sesuai dengan harapan 

maka penulis menyusunnya ke dalam sistematika pembahasan Adapun 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi 

dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penulisan, 

kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, yaitu memuat kerangka teori tentang perceraian. Bab 

ini meliputi, pengertian dan dasar hukum perceraian, macam-macam 

perceraian, prosedur cerai gugat dan akibat perceraian. 

Bab ketiga, yaitu berisi tentang gambaran Pengadilan Agama kota 

Bangkalan meliputi, sejarah singkat Pengadilan Agama, letak geografis 

Pengadilan Agama Bangkalan, dan organisasi dan kewenangan 

Pengadilan Agama kota Bangkalan. 

                                                           
33

 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1982), 42 
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Bab keempat, yaitu mengenai analisis putusan Gugat Cerai Istri 

Hamil, yang meliputi, putusan Gugat Cerai Istri Hamil di Pengadilan 

Agama kota Bangkalan Nomor 541/Pdt.G/2016/PA.Bkl, proses perkara 

Gugat Cerai Istri Hamil, dan landasan dari segi yuridis dan hukum islam. 

Bab kelima, yaitu merupakan bagian akhir yaitu penutup yang 

berisikan kesimpulan dan saran. Di dalam bab kelima ini akan diuraikan 

mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang 

dipaparkan dalam rumusan masalah dan diakhiri dengan saran-saran bagi 

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

DESKRIPSI  UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN PROSEDUR GUGAT 

CERAI 

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perceraian 

1. Pengertian 

Perceraian adalah merupakan bagian dari perkawinan dimana 

telah pernah di sebutkan bahwa perceraian ada karena adanya perkawinan, 

tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian, karena itu perkawinan 

adalah awal hidup suami istri dan perceraian merupakan akhir hidup 

sebagai suami istri.
1
 

Setelah berlangsungnya sebuah pernikahan, masing-masing 

pihak akan mengharapkan agar persetujuan hanya dapat diakhiri dengan 

meninggalnya salah seorang diantara kedua belah pihak. Walaupun 

demikian, segala sesuatunya terletak di luar kekuasaan manusia. Bila 

ternyata pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena sebab-sebab 

yang cukup beralasan, haruslah ada suatu jalan keluar. Tidak boleh 

membiarkan kedua belah pihak memutuskan pernikahan mereka begitu 

saja, padahal sudah nyata tidak lagi dapat dipersatukan, adalah suatu 

                                                           
1
 H.M Djamil Latif., Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, (Ghalia: Indonesia,1985 ), 27. 
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penyiksaan. Jalan keluar yang dimaksud, adalah perceraian yang dalam 

hukum Islam disebut talak.
2
 

Oleh karena itu putusnya pernikahan antara suami sitri karena 

kehendak suami istri disebabkan sebab-sebab yang tertuang dalam 

perundang undangan disebut perceraian, sebab itu melanggar hak dan 

kewajiban suami istri atau karena masalah-maslah lainnya yang 

menyebabkan putusnya pernikahan, memang perceraian merupakan hal 

yang tidak terpuji tapi kalau dalam keadaan mereka sudah tidak 

mempunyai jalan keluar yang bisa menyatukan pernikahan mereka 

kembali atau dalam pernikahan mereka terjadi jalan buntu dalam 

penyelesaian masalah jalan terakhir yaitu melakukan perceraian seperti 

yang di maksud pernikahan dalam ikatan lahir batin antara laki-laki dan 

perempuan sebagai upaya membentuk hubungan keluarga antara suami 

istri dan dimana dalam agama di harapkan dari hubungan perkawinan 

mampu membawa keluarga menjadi keluarga yang sakinau, mawaddah, 

dan rahmat.
3
 

Di dalam Negara Indonesia, terdapat beberapa Undang-Undang 

Perkawinan yang diakui di antaranya adalah UU No. 1 Tahun 1974, KHI 

(Kompilasi Hukum Islam). Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, 

perceraian yang di maksudkan adalah pemutusan ikatan perkawinan yang 

                                                           
2
 Azam, Abdul Aziz Muammad, dkk, Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, Talak, (Jakarta: Amzah, 

2009), 255. 
3
 Muhammad Izzi Naufal Al-Thofina, NIM. C31213100, Analisis Yuridis Terhadap Perceraian 

Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan (Studi Putusan Nomor: 3957/PDT.G/2016/PA.SDA), 
2018. 
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dilakukan oleh negara yaitu pejabat catatan sipil atau petugas lain yang 

berwenang di bidangnya. Sedangkan yang tertuang dalam pasal 38 UU 

No. 1/1974 yaitu:  

Perkawinan dapat  putus karena:  

a. Kematian; 

b. Perceraian dan; 

c. Atas keputusan Pengadilan;
4
 

Sedangkan dalam ketentuan pasal 39 ayat 1 UU No. 1/1974, 

yaitu: perceraian hanya dapat dilakukan di muka sidang pengadilan 

setelah sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikannya, 

tetapi tidak berhasil. Ketentuan yang demikian merupakan ketentuan 

yang dapat diterima dalam masyarakat yang berbudaya menuju 

masyarakat yang modern. Selain itu, ketentuan tersebut juga untuk:  

a. Menghindari perbuatan sewenang-wenang terutama dari pihdak 

suami 

b. Menghindari menceraikan istri tanpa alasan yang sah 

c. Adanya suatu kepastian hukum yang didasarkan pada pemeriksaan 

penguasa yang berwenang
5
  

2. Dasar Hukum Perceraian 

Setelah paparan mengenai perceraian, akan dipaparkan juga 

mengenai hukum perceraian itu sendiri. Dalam agama Islam 

                                                           
4
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

5
 Prawiroamidjojo, Soetojo dan Pohan, Marthalena, Sejarah Perkembangan Huukum Perceraian 

Di Indonesia Dan Belanda, 136. 
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diperbolehkan suami istri bercerai, tetapi hanya dalam keadaan yang 

sangat memaksa (onder exceptionele omstandigheden) dan dengan 

ketentuan setelah dijalankan segala ikhtiar dan usaha, supaya tidak 

menempuh jalan tersebut. Artinya, perceraian hendaknya hanya dilakukan 

sebagai tindakan yang terakhir setelah ikhtiar dan segala upaya yang telah 

dilakukan untuk memperbaiki kehidupan pernikahan dan ternyata tidak 

ada jalan lain lagi, selain hanya dengan pemutusan ikatan pernikahan 

antara suami istri tersebut. Pemutusan ikatan pernikahan dapat dilakukan 

antara lain dengan penjatuhan talak oleh suami.
6
 

Dari uraian di atas terdapat pendapat menurut ulama Syafi'yah 

dan Hanabilah hukum talak terkadang wajib dan terkadang haram dan 

sunnah. Dalam buku Fiqih Munakahat hukum talak ada lima. Pertama 

adalah Wajib, seperti talaknya orang yang bersumpah ila' (bersumpah 

tidak mencampuri istri) atau dua utusan dari keluarga yang ingin 

menyelesaikan perpecahan pasangan suami istri karena talak inilah satu 

solusi perpecahan tersebut. Kedua adalah Haram, seperti talak bid'ah. 

Ketiga adalah Sunnah, seperti orang lemah, tidak mampu melaksanakan 

hak-hak pernikahan. 

Dari beberapa penjelasan di atas, maka hukum percerian adalah 

boleh. Tetapi perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah, sebaiknya 

                                                           
6
 Ibid, 31. 
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sebagai manusia sebisa mungkin hindari perceraian walaupun 

diperbolehkan oleh agama. 

B. Macam-Macam Perceraian 

1. Cerai Talak 

Cerai talak yaitu perceraian yang dilakukan oleh suami kepad 

istri. Suami hanya mengatakan kata talak kepada istrinya maka terjadilah 

talak atau perceraian (secara agama Islam) tanpa perceraian melalui 

proses atau putusan dari Pengadilan Agama hal ini biasa terjadi pada 

pernikahan sirri (tidak dicatatkan di KUA). Tetapi ada talak atau 

perceraian yang melalui prosedur Pengadilan Agama. Adapun perceraian 

yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami 

atau istri.  

Adapun perceraian secara talak yang tertulis dalam pasal 117 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah ikrar suami di hadapan 

sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya 

perkawinan.
7
 Talak atau gugat cerai yang dilakukan oleh suami terdiri 

dari 4 (empat) macam yaitu sebagai berikut:  

a. Talak raj'i, yaitu perceraian dimana suami mengucapkan (melafadzkan) 

talak satu atau talak dua kepada istrinya. Suami beoleh rujuk kembali 

ke istrinya ketika masih dalam masa iddah. Jika waktu masa iddah 

                                                           
7
 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia , (Jakarta:Akademi Pressindo 2010), 64. 
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telah habis, maka suami tidak dibenarkan merujuk melainkan dengan 

akad nikahbaru 

b. Talak bain, yaitu perceraian dimana suami mengucapkan talak tiga 

atau melafadzkan talak yang ketiga kepada istrinya. Istrinya tidak 

boleh dirujuk kembali. Suami hanya boleh merujuk setelah istrinya 

menikah dengan lelaki lain, suami barunya menyetubuhinya, setelah 

diceraikan suami barunya dan telah habis masa iddah dengan suami 

barunya  

c. Talak sunni, yaitu perceraian dimana suami megucapkan talak kepada 

istrinya yang masih suci dan belum disetubuhinya ketika dalam 

keadaan suci  

d. Talak bid'i, suami mengucapkan talak kepada istrinya ketika dalam 

keadaan haid atau ketika suci tapi sudah disetubuhi (berhubungan 

suami istri)  

e. Talak taklik, ialah suami menceraikan istrinya secara bersyarat dengan 

sesuatu sebab atau syarat. Apabila syarat atau sebab itu dilakukan atau 

berlaku, maka terjadilah perceraian atau talak
8
 

Dari beberapa penjelasan tersebut ditegaskan dalam surah Al-Baqarah 

ayat 230 yang juga menerangkan tentang talak, surah tersebut berbunyi:  

                                                           
8
 Diakses 26 Maret 2018  http://eduside.blogspot.co.id/2013/10/jenis-perceraian-atau-talak-

dalam-sudut.html 
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فإَِن   طلََّ قَهاَ  فَلَا تََِلُّ لَهُ مِن بعَدُ حَتََّّ تَ ن  كِ حُ زَو  جاً غَي   رهَُ فإَِ ن   طلََّقَهاَ فَلَا جُنَاحَ عَلَي  هِماَ أَن 
 يَ تَ راَجَناَ إن ظنََّا أن   يقُِيماَ حُدُودَ  الله وَتلِ كَ حُدُودُ  الله يُ بَ يِ نُ هَا لِقَوم   يعَلَمُ ونَ 

Artinya: 

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka 

perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami 

yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak 

ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin 

kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-

hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum 

yang (mau) mengetahui.
9
 

2. Cerai Gugat 

Cerai gugat yaitu perceraian yang dilakukan oleh istri kepada 

suami. Cerai model ini dilakukan dengan cara mengajukan cara 

mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama, dan 

perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan 

secara resmi.  

Sedangkan menurut pendapat K Wantjik Saleh perceraian 

karena adanya gugatan terlebih dahulu dari salah satu pihak kepada 

pengadilan dan dengan suatu putusan dari pengadilan.
10

 Ada dua istilah 

yang dipergunakan pada kasus gugat cerai oleh istri, yaitu:  

a. Fasakh 

Fasakh adalah pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya 

kompensasi yang diberikan istri kepada suami, dalam kondisi dimana:  

                                                           
9
 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011). 

10
 K.Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal. 40.  
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1) Suami tidak memberikan nafkah lahir batin selama enam bulan 

berturut-turut  

2) Suami meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-turut 

tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi tentang 

batas waktunya)  

3) Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan 

dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum 

terjadinya hubungan suami istri)  

4) Adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, 

penghinaan dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan 

keselamatan dan keamanan istri  

Jika gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim berdasarkan 

bukti-bukti dari pihak istri, maka Hakim berhak memutuskan (tafriq) 

hubungan perkawinan antara keduanya. 

b. Khulu' 

Khulu' adalah kesepakatan perceraian antara suammi istri atas 

permintaan istri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang 

diserahkan kepada suami. Dalam Al-quran tentang kebolehan 

perempuan untuk meminta cerai seperti dalam surah An-nisa' ayat 128 

berbunyi:  

رَأةَ  وَإِناِ   حًال  صُ نَ هُماَ حاَ بَ ي   لِ يُص  هِماَ أَن  لاَ جُنَاحَ عَلَي  فَ  أوَ  إِعراضاً نُشُوزاً  مِن بعَِلَهاَ  خافََت  م 
ضِرَ  ر  حُ خَي   صُّل  لوَا راً فإَِنَّ الله كاَنَ بِاَ لشُّحَّ وَإِن  تَُ سِنُوا وَتَ ت َّقُوا  سُ تِ الأنَ  فُ وَاحُ  تَ ع مَلُونَ خَبِي    

Artinya:  
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Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh 

dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan 

perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik 

(bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika 

kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari 

nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
11

 

 

Perceraian yang dilakukan secara khulu’ berakibat bekas 

suami tidak boleh rujuk lagi dan tidak boleh menambah talak sewaktu 

‘iddah sehingga suami hanya di perbolehkan kawin lagi atau kembali 

dengan akad baru.
12

 

C. Prosedur Perceraian dan Akibat Perceraian 

1. Prosedur Perceraian  

Sebelum perkaran diproses oleh Pengadilan Agama, maka terlebih 

dahulu pihak pencari keadilan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama 

setempat. Adapun alur atau tahap proses pendaftaran perkara Pengadilan 

Agama adalah sebagai berikut:  

a. Pertama: pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan 

membawa surat gugatan atau permohonan. Dalam hal ini Meja Satu 

menerima gugatan dan permohonan, termasuk permohonan banding, 

kasasi, PK, maupun eksekusi, dengan catatan permohonan verzet 

tegen verstek tidak di daftarkan sebagai perkara baru, tetapi denden 

verzet didaftar sebagai perkara baru. 

                                                           
11

 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, (Jakarta: Pena Publising, 2011), 38. 
12

 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam, (Jakarta: PT. Karya Unipress 1974) , 188. 
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b. Kedua: pihak berperkara menghadap petugas Meja Satu dan 

menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 3 (tiga) 

rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.  

c. Ketiga: petugas Meja Satu (dapat) memberikan penjelasan yang 

dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir 

panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk 

Membayar (SKUM). Besarnya panjar diperkirakan harus telah 

mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada 

pasal 182 ayat 1 HIR atau pasal 90 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Dalam hal biaya panjar perkara, terdapat beberapa 

masyarakat di Indonesia yang kuang mampu, maka bagi yang tidak 

mampu atau miskin dapat diizinkan berperkara secara prodeo (Cuma-

Cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan 

Surat Keterangan Miskin atau Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala 

Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat. Bagi yang tidak mampu 

maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00,- dan ditulis dalam Surat 

Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan  pasal 237-245 HIR. 

Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu berperkara 

secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan 

atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan 
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perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan 

alasan penggugat dan pemohon untuk berperkara secara prodeo dan 

dalam petitumnya. 

Dalam hal ini terdapat terdapat kasir yang bertugas : 

1) Menerima dan membukukan uang panjar biaya perkara yang 

tercantum pada SKUM ke dalam jurnal keuangan yang 

bersangkutan (nomor jurnal dnegan nomor perkara)  

2) Mengeluarkan dan membukukan atau mencatat uang biaya 

administrasi dan biaya proses perkara  

3) Seminggu sekali pemegang kas harus menyerahkan uang hak-hak 

kepaniteraan kepada bendahara penerima untuk disetorkan ke Kas 

Negara, yang dicatat pada kolom 13 KI-PA8  

4) Pencatatan masuk keluarnya uang perkara dalam buku induk 

keuangan dilakukan oleh panitera atau staf yang ditunjuk  

d. Keempat: petugas meja satu menyerahkan kembali surat gugatan atau 

permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa 

Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).  

e. Kelima: pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas 

(KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa 

Untuk Membayar (SKUM). 
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f. Keenam: pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk 

Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar 

penyetoran panjar biaya perkara ke bank yang telah ditunjuk oleh 

Pengadilan Agama tersebut. 

g. Ketujuh: pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi 

slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank 

tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Membayar (SKUM), seperti 

nomor urut, dan besarnya penyetoran. Kemudian pihak berperkara 

menyerahkan slip bank yang telah di isi dan menyetorkan uang 

sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. 

h. Kedelapan: setelah pihak berperkara menerima slip bank atau 

kuitansi penyetoran yang telah di validasi dari petugas layanan bank, 

pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan 

Surat Kuasa Membayar (SKUM) kepada pemegang kas. 

i. Kesembilan: pemegang kas setelah menliti slip bank kemudian 

menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas 

kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar 

(SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan 

tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta 

gugatan atau permohonan yang bersangkutan.  

j. Kesepuluh: pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Dua 

surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34 

 

 

(dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar 

(SKUM).  

k. Kesebelas: petugas Meja Dua mendaftar, mencatat surat gugatan atau 

permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor 

register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil 

dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.  

Kemudian dalam hal ini petugas Meja Dua mengisi kolom-

kolom buku register dengan tertib, rapi, teliti, dan cermat, seperti 

misalnya tentang PHS, penundaaan sidang, sebab penundaan sidang, 

amar putusan, PBT, dsb. 

l. Kedua belas: petugas Meja Dua menyerahkan kembali 1 (satu) 

rangkap surat gugatan atau permouonan yang telah diberi register 

kepada pihak berperkara.  

Pendaftaran Selesai.
13

 

Pihak yang berperkara akan dipanggil oleh Jurusita atau 

Jurusita Pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah 

ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang 

pemeriksaaan perkaranya (PHS). Pengambilan Akta Cerai pada 

Pengadilan Agama tidak dipungut biaya, kecuali biaya untuk Kas 

Negara sebesar Rp. 10,000,- (PP No. 53 Tahun 2008). 

                                                           
13

 Diakses Minggu, 23 Maret 2018 http://belimbing08.com/index/article/ prosedur-pendaftaran-

perkara-di-pengadilan-agama  
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Setelah selesai perkara sidang, maka terdapat beberapa hal lagi 

yang harus diselesaikan. Dalam hal ini petugas Meja Tiga yang memiliki 

tugas antara lain: 

1. Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan apabila ada 

permintaan dari para pihak  

2. Menerima dan memberikan tanda terima atas: memori atau kontra 

banding, memori atau kontra memori kasasi, jawaban atau tanggapan 

atas alasan PK  

3. Menyusun, menjahit atau mempersiapkan berkas (tugas pembundelan 

berkas)  

4. Mengatur giliran tugas Jurusita atau Jurusita Pengganti yang ditunjuk 

panitera 

 

2. Akibat Hukum Perceraian 

a. Anak menjadi pelampiasan 

Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang 

tuanya memutuskan bercerai. Anak dapat merasa ketakutan 

kehilangan sosok ayah dan ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang 

orang tua yang kini tidka tinggal serumah  

Terdapat ketentuan pada pasal 41 sub a UU No. 1/1974 yang 

berbunyi: "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan 

mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; 
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bilamana ada perselisihan mengenai penguasaaan anak-anak, 

pengadilan memberikan keputusannya".
14

 

b. Dampak bagi suami atau istri 

Dampak bagi suami atau istri yang bercerai yaitu: 

1) Hilang kepercayaan diri 

Bentuk dari kehilangan kepercayaan diri tersebut bisa 

bermacam-macam, ada yang menarik diri dari lingkungan sosial, 

ada pula yang kemudian mencari pelarian dari hal-hal yang tidak 

ingin ia hadapi. 

2) Trauma psikologis 

Ada sebagian orang yang bisa kuat dan tegar menghadapi 

sebuah perceraian, ada beberapa orang yang mengalami trauma 

psikologis setelah terjadinya perceraian. Apabila hal ini tidak 

ditangani dengan baik, trauma psikologis ini akan menimbulkan 

efek yang kurang baik untuk masa depan. 

3) Kesepian 

Seseorang yang terbiasa hidup berdua dengan 

pasangannya pasti merasakan dampak yang sangat besar dan 

                                                           
14

 Prawiroamidjojo, Soetojo dan Pohan, Marthalena, Sejarah Perkembangan Huukum Perceraian 
Di Indonesia Dan Belanda, 164. 
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merasa kesepian. Sebaiknya orang yang disektar harus 

memberikan support dan dukungan. 

4) Banyak tekanan dari keluarga 

Akan ada banyak keluarga yang akan bertanya alsan 

mengapa keduanya memutuskan untuk memilih jalan perceraian 

dan cenderung akan menyalahkan salah satu pihak. 

5) Diliputi rasa bersalah terhadap anak dan keluarga 

6) Menjadi sangat sensitif
15

 

c. Dampak untuk orang tua 

Selain anak-anak, orang tua dari pasangan yang bercerai juga 

mungkin terkena dampak dari perceraian tersebut. Sebagai orang tua, 

mereka dapat saja merasa takut anak mereka yang bercerai akan 

menderita karena perceraian ini atau merasa tidak nyaman dengan 

gunjingan orang-orang sekitar  

d. Masalah keuangan atau harta 

Jika sebelumnya suami sebagai pencari nafkah maka setelah 

bercerai tidak memiliki pendapatan sama sekali, kecuali wanita 

berkarir  

                                                           
15

 Ibid., 170. 
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e. Masalah pengasuhan anak 

Setelah bercerai seorang istri atau suami harus menjalankan 

peran baik sebagai ayah maupun sebagai ibu. Dalam hal pengasuhan 

anak, ada beberapa pertimbangan dalam pengasuhan anak. Sebelum 

pengadilan menetapkan kepada siapa di antara suami istri harus 

diserahkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut, harus 

dipertimbangkan terlebih dulu faktor-faktor:  

1) Kesalahan siapa yang menyebabkan terjadinya perceraian  

2) Lingkungan dan kelakuan ibu/bapak tersebut 

3) Kemampuan memberikan yang baik dan menyenangkan ditinjau 

dari segi sosial ekonomi pemeliharaan dan pendidikan  

4) Umur anak-anak serta jenis kelamin anak-anak  

5) Kasih sayang yang tampak timbal balik antara kedua orang tua 

dengan anak-anak dan sebaliknya  

Tentang biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak setelah 

perceraian, diatur dalam pasal 41 huruf b UU No. 1/1974.
16

 

f. Takut memulai hubungan baru 

Setelah gagal berumah tangga, banyak wanita yang 

kemudian malas dan tidak berani untuk memulai hubungan baru 

dengan orang lain. Hal ini kemungkinan disebabkan karena adanya 

                                                           
16

 Prawiroamidjojo, Soetojo dan Pohan, Marthalena, Sejarah Perkembangan Huukum Perceraian 

Di Indonesia Dan Belanda, 167. 
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trauma di dalam dirinya akan sebuah hubungan, takut hubungan baru 

tersebut akan terjadi hal yang sama lagi. 

Ada perasaan trauma atau takut jika melakukan pernikahan kedua 

akan ditinggalkan lagi oleh pasangan. 

Sebaiknya sebagai orang tua menjaga bagaimana rumah tangga 

tetap harmonis, bisa menyelesaikan masalah tanpa harus mengajukan 

gugatan ke pengadilan. Jika terjadi perselisihan dengan suami atau istri 

sebaiknya jangan di selesaikan di hadapan anak-anak. Salah satu sisi ego 

orang dewasa adalah seringkali tidak peduli untuk bertengkar di depan 

anak-anak. Hal tersebut merupakan sebuah tindakan bodoh yang bisa 

mencederai mental anak-anak saat mendengarnya. Bahkan paling parah 

bisa menyebabkan anak-anak frustrasi sekaligus perubahan kepribadian. 
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BAB III 

PROFIL PENGADILAN AGAMA BANGKALAN DAN PUTUSAN 

PENGADILAN AGAMA BANGKALAN NO. 541/Pdt.G/2016/PA.Bkl 

A. Profil Pengadilan Agama Bangkalan  

1. Sejarah Pengadilan Agama Bangkalan 

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang pengertian dan 

dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, prosedur gugat cerai 

dan akibat perceraian. Dalam bab ini akan dipaparkan terlebih dahulu mengenai 

sejarah Pengadilan Agama Bangkalan, letak geografis Pengadilan Agama 

Bangkalan, tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan, dan 

struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkalan. 

Dalam hal ini akan dijelaskan tentang sejarah Pengadilan Agama 

Bangkalan. Pengadilan Agama Bangkalan berdiri pada tahun 1882 nomor 

152 jo. Staatsblad tahun 1973 nomor 116 dan 160, dimana pada waktu itu 

dalam Agama Islam dikenal dengan istilah Raad Agama atau Landraad 

Agama, Pengadilan Agama Bangkalan bertempat dengan bergabung di 

Kantor Departemen Agama Kabupaten Bangkalan di Jl. K.H. Hasyim 

Asy'ari selama kurang lebih 30 tahun. Raad Agama disebut Maskam atau 

tempat putusan Hukum Agama dan untuk menyelesaikan persoalan-

persoalan atau sengketa yang menyangkut orang-orang Islam di Landraad. 

Kemudian berpindah ke masa Kemerdekaan, Raad Agama diubah 

namanya menjadi Pengadilan Kepenguluan. Setiap Kabupaten yang ada 
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Landraadnya Pengadilan Negeri dan orang daulu hingga kini kumpul satu 

atap dengan kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, yang kepalanya 

disebut Naib. Selanutnya istila Pengadilan Kepenguluan diuba lagi 

namanya menjadi Pengadilan Agama hingga sekarang. Pada bulan Mei 

1980 sampai dengan bulan April 2014 menempati Kantor di Jl. Soekarno 

Hatta 19 Bangkalan dan pada awal taun 2014 menempati kantornya yang 

baru di Jl. Soekarno Hatta No.49 Bangkalan. 

Adapun suasana dan peran Pengadilan Agama pada masa ini 

tidaklah berbeda dengan masa kemerdekaan atau sebelumnya karena 

Yurisdiknya tetap baik dibidang perkawinan maupun waris. Hukum Acara 

yang berlaku tidaklah menentu masih beraneka ragam dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan bahkan juga hukum acara dalam hukum 

tertulis yaitu hukum formal Islam yang belum diwuudkan dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan.  

Dalam hal ini yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan meliputi 18 

Kecamatan yang terdiri dari 291 Kelurahan/Desa, dengan jumlah 

penerimaan perkara rata-rata 10 perkara permohonan dan 50 perkara 

gugatan perbulan atau ± 750 perkara pertahun.
1
 

Dari beberapa uraian diatas adapun visi dari Pengadilan Agama 

Bangkalan mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak 

kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu, Terwujudnya Badan 

                                                           
1
 http://bangkalanmemory.blogspot.co.id/2014/10/sejarah-pengadilan-agama-bangkalan.html 

Diakses 10 Maret 2018   

http://bangkalanmemory.blogspot.co.id/2014/10/sejarah-pengadilan-agama-bangkalan.html
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Peradilan Indonesia yang Agung. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan 

misi-misi sebagai berikut: 

a. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama 

b. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern 

c. Meningkatkan kualitas sistem pemberkasan perkara Kasasi dan PK 

d. Meningkatkan kajian Syariah sebagai sumber hukum materi Peradilan 

Agama 

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Bangkalan 

Setelah pemaparan seajrah mengenai Pengadilan Agama 

Bangkalan diatas, pada poin nomor 2 ini akan dipaparkan sedikit 

tentang letak geografis Pengadilan Agama Bangkalan.  

Pengadilan Agama Bangkalan terletak di Jl. Soekarno Hatta 

No. 49 69 161 adapun email, website, dan nomor telepon dari 

Pengadilan Agama Bangkalan yaitu: email: pabangkalan@gmailcom, 

website: www.pengadilanagamabangkalan.com, Telepon 

(031)3095582. 

3. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan 

Dalam hal ini Pengadilan Agama Bangkalan merupakan Pengadilan 

Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus 

dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara lain: 

perkawinan, waris, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah, dan yang 

lainnya. 
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Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama 

Bangkalan mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi 

kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan 

eksekusi 

b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi 

dan peninauan kembali serta administrasi lainnya 

c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di 

lingkungan Pengadilan Agama  

d. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan 

pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang 

beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam 

e. Melaksanakan tugas-tugas pelayanann lainnya seperti penyuluhan 

hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan 

riset/penelitian, pengawasan advokad/penasehat hukum dan 

sebagainya
2
 

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkalan 

a. Nama   : Drs. Eko Budiono, S.H., M.H  

Jabatan   : Hakim Madya Utama / Ketua 

b. Nama   : Drs. Abdul Samad, M.H 

Jabatan   : Hakim Madya Utama / Wakil Ketua 

                                                           
2
 https://www.pengadilanagamabangkalan.com/konten.php?hal=4 diakses 11 Maret 2018 

https://www.pengadilanagamabangkalan.com/konten.php?hal=4
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c. Nama   : Dra. Hj. Nurul Qolbi  

Jabatan   : Hakim Pratama Muda 

d. Nama   : Dra. Farhanah, M.H.  

Jabatan   : Hakim Madya Muda 

e. Nama   : H. Supriyadi, S.Ag 

Jabatan   : Hakim Madya Pratama 

f.     Nama   : Zainuri Jali, S.Ag., M.H. 

Jabatan   : Hakim Madya Muda 

B. Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 451/Pdt.G/2016/PA.Bkl 

1. Pihak yang berperkara 

a. Penggugat 

Nama   : Syarifah Prabarini, S.Kep Binti Yanto Wijaya 

Umur   : 26 tahun 

Agama   : Islam 

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 

Pendidikan : S1 

Alamat  : Jl. HOS Cokroaminoto, RT 001, RW 004, No 08,  

Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, 

Kabupaten Bangkalan 

b. Tergugat 

Nama   : Anas Ilman Ikhtiara Putera, ST Bin Drs.  

Mohammad  Saad Asyari, MM 

Umur   : 29 tahun 
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Agama   : Islam 

Pekerjaan   : Konsultan Proyek 

Pendidikan : S1 

Alamat   : Jl. Nusa Indah 30, Desa Mlajah, Kecamatan  

Bangkalan, Kabupaten Bangkalan 

2. Duduk Perkara 

Pada tanggal 01 Januari 2016, Penggugat dengan Tergugat 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan 

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0001/01/2016 tanggal 01 Januari 

2016. 

Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat 

bertempat tinggal, kadang dirumah orangtua Penggugat kadang dirumah 

orangtua Tergugat kurang lebih 1 bulan kemudian pindah ke kontrakan 1 

bulan lamanya dan saat ini Penggugat sedang dalam keadaan hamil 4 

bulan. 

Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2016 rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran yang disebabkan. 

Penggugat mengatakan bahwa Tergugat bersifat tempramen 

mudah sekali marah-marah tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas, 

apabila marah Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan cara 
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memukul Penggugat. Tergugat juga bersifat tertutup tidak pernah jujur 

dalam segala hal pada Penggugat serta sering memutar balikkan fakta 

untuk membela diri dari kesalahan yang pernah dilakukannya. 

Di dalam duduk perkara Putusan Pengadilan Agama Bangkalan 

No.541/Pdt.G/2016/PA.Bkl menyatakan berdasarkan pernyataan Tergugat 

bahwa Ibu Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat selalu mengadu kepada Ibunya, 

apabila Penggugat dan Tergugat merasa tertekan dan merasa ketakutan 

untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat. 

Akibat dari ketakutan hubungan antara Penggugat dan Tergugat 

tersebut terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2016, 

Penggugat pamit pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri hingga 

sekarang selama 3 bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak ada lagi hubungan baik lair maupun batin dan tidak lagi 

memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada sesuatu peninggalan 

apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.  

Penggugat mengatakan bahwa sudah tidak sabar dan tidak tahan 

atas sikap dan perlakuan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat 

sehingga Penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat, dan 

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara 

ini.
3
 

3. Tuntutan 

                                                           
3
 Putusan Pengadilan Agama Bangkalan No. 541/Pdt.G/2016/PA.Bkl, 1,2. 
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Primair: 

a. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

b. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (Anas Ilman Ikhtiara 

Putera, ST Bin Drs. Mohammad Saad Asyari, MM) terhadap (Syarifah 

Prabarini, S.Kep Binti Yanto Wijaya); 

c. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai 

dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. 

Subsidair: 

Mohon putusan yang seadil-adilnya.
4
 

4. Pertimbangan hukum 

Sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah berusaha 

mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung dalam persidangan 

serta melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Moh. Faishal Hasanuddin, 

S.H., M.H, namun tidak berhasil. 

Dalam gugatan Penggugat ada beberapa jawaban atas gugatan 

Penggugat tersebut, Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat, 

namun telah ternyata menyangkal pula terhadap sebagian dalil-dalil lainnya 

sedang Penggugat tetap pada gugatannya.  

Tergugat dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya sebagai 

berikut: 

a. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 1 dan poin 2 benar 

                                                           
4
 Ibid., 3. 
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b. Bahwa pada poin 3 gugatan Penggugat tidak sepenuhnya benar karena 

sifat marah Tergugat muncul diakibatkan oleh sifat Penggugat mencari-

cari kesalahan Tergugat menuduh Tergugat dengan tuduhan yang tidak 

jelas, melawan, menghina Tergugat sebagai suami serta sering 

mengucapkan kata-kata kasar dengan nada tinggi kepada Tergugat 

sehingga emosi Tergugat terpancing pernah menempeleng Penggugat 

c. Bahwa tidak benar Tergugat bersifat tertutup dan memutar balikan fakta 

pada setiap permaslahan dan tidak benar ibu Tergugat selalu ikut 

campur dalam setiap urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, 

sebab ibu Tergugat tidak pernah tinggal di rumah kontrakan Tergugat 

dan Penggugat 

d. Bahwa pada poin 4 gugatan, adalah tidak benar Penggugat pamit pergi 

dari rumah. Bahwa yang sebenarnya, pada sekitar Maret 2016 saat 

Tergugat pulang bekerja dari luar kota, mendapati rumah kontrakan 

dalam keadaan kosong dan tidak ada Penggugat di rumah tersebut; 

bahwa saat ituPenggugat pergi tanpa pamit dan Penggugat tidak bisa 

Tergugat tidak bisa menghubungi semua nomor handphone Penggugat, 

diketahui jika saat pergi dari rumah tanpa pamit 

e. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat tidak pernah 

memberi nafkah lahir atau materi kepada Penggugat adalah tidak benar 

karena Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat namun 

selalu ditolak dan dikembalikan 
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f.   Bahwa Tergugat hingga saat ini masih terus berusaha untuk menata 

kembali rumah tangga dengan Penggugat dan terus berusaha 

memperbaiki kesalahan juga terus berusaha meminta Penggugat kembali 

ke rumah kontrakan untuk kembali kepada Penggugat untuk kembali 

hidup bersama sebagai suami istri , baik secara langsung kepada 

Penggugat, keluarga Penggugat dan wali nikah dari Penggugat 

Berdasarkan fakta fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta 

hukum sebagai berikut: 

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami 

istri yang sah sejak tanggal 01 Januari 2016 

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun terjadi perselisihan dan 

pertengkaran di dalam rumah tangga yang berlajut dengan pisah tempat 

tinggal selama kurang lebih 8 bulan 

c. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan 

Penggugat dan Tergugat 

Berdasarkan fakta seringnya terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat 

tersebut yang berlanjut dengan pisah rumah selama 8 (delapan) bulan 

dapatlah diklasifikasi sebagai perselisihan dan pertengkaran terus 

menerus yang mengindikasikan pecahnya hati kedua belah pihak serta 

putusnya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan 

sendi utama rumah tangga dan dengan demikian maka pada hakikatnya 
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rumah tangga a quo telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya 

sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. 

Selain hal yang telah disebutkan di atas ada fakta lain yaitu pasa 

saat di dalam persidangan Pengadilan Penggugat telah menunjukkan 

kebenciannya yang sangat mendalam kepada Tergugat serta kebulatan 

tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat sangat kuat. Telah menjadi 

fakta tersendiri yang semakin mempertajam tentang terjadinya 

perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, dan untuk hal mana Majelis 

Hakim sependapat dan mengambil pendapat Majelis Hakim yang 

berbunyi sebagai berikut:  

ةَ قَ لَ ىَطَ اضَ قَ الَهَ ي لََ عَ َقَ لَ اَطَ هَ جَ َوَ زَ ل ََةَ غَ رَ َمَ دَ عَ َدَ تَ اشَ نََ إ وََ   

Artinya: 

Dan jika telah memmuncak kebencian seorang istri kepada suaminya 

maka hakim (berwenang) menceraikan istri tersebut dan suaminya; 

 

Kemudian dilihat dari kondisi rumah tangga yang demikian maka 

perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak 

Penggugat dan Tergugat sebagai way out untuk melepaskan Penggugat 

dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna 

menghindari kemungkinan terjadinya madharat yang lebih besar atas 

diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah 

sebagai pendapat majelis yang berbunyi: 

حَ الَ مصَ الَ َبَ لَ ىَجَ سَ عَ َمَ دَ قَ مَ َاسدَ لمفَ ا ءَ رََ دَ   
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Artinya:  

Menolak (menangkis) kerusakan lebih di dahulukan daripada 

mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti); 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat telah sesuai 

dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 

ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan yang terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f 

jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan 

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka 

gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan patut 

untuk dikabulkan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) 

Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan 

terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra Tergugat.
5
 

5. Amar Putusan 

MENGADILI 

a. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Anas Ilman Ikhtiara 

Putera, ST Bin Drs. Mohammad Saad Asyari, MM) terhadap Penggugat 

(Syarifah Prabarini, S.Kep Binti Yanto Wijaya); 

c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk 

mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekkuatan hukum tetap 

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

                                                           
5
 Ibid., 18-20. 
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Bangkalan Kabupaten Bangkalan untuk dicatat dalam buku yang 

disediakan untuk itu; 

d. Membebankan biaya kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah); 

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan 

Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 

Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami H. 

Supriadi, S.Ag sebagai ketua Majelis, H. Abdul Majid, S.HI., M.H dan 

Zainuri Jali, S.Ag., M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan 

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 

tanggal 16 Nopember 20116 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 

1438 Hijriyah, oleh ketua mejelis tersebut dengan didampingi oleh hakim 

anggota dan dibantu oleh Febry Enawan Dewata, S.H sebagai panitera 

pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.
6
 

                                                           
6
 Ibid, 19,20. 
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BAB IV 

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGKALAN NO. 

541/Pdt.G/2016/PA.Bkl 

A. Analisis Terhadap Putusan No. 541/Pdt.G/2016/PA.Bkl 

Pada bab 2 telah di uraikan teori mengenai percerain dan dasar 

hukum dari perceraian itu sendiri. Sedangkan pada bab 3 telah diuraikan 

tentang deskripsi Pengadilan Agama Bangkalan dan mengenai isi putusan 

No. 541/Pdt.G/2016/PA.Bkl. kemudian pada bab 4 ini penulis akan 

menguraikan bagaimana analisis yuridis mengenai isi putusan No. 

541/Pdt.G/2016/PA.Bkl.\ 

Sebagaimana dijelaskan pada bab 2 bagaimana pengertian 

perceraian adalah merupakan bagian dari perkawinan dimana telah pernah di 

sebutkan bahwa perceraian ada karena adanya perkawinan, tidak ada 

perkawinan tentu tidak ada perceraian, karena itu perkawinan adalah awal 

hidup suami istri dan perceraian merupakan akhir hidup sebagai suami istri.  

Sesuai dengan ajaran agama Islam, agama Islam tidak melarang 

terjadinya perceraian, akan tetapi perceraian adalah hal yang dibenci Allah. 

Apabila terjadi suatu permasalahan di dalam rumah tangga, orangtua atau 

saudara kedua belah pihak berhak meluruskan dan mencarikan solusi agar 

permasalahan tersebut dapat ditempuh dengan jalan damai. Jika 

permasalahan tersebut tidak menemukan jalan untuk memperbaiki hubungan 

pernikahan antara keduanya, maka diperbolehkan untuk mengambil jalan 

perceraian melalui Pengadilan Agama. 
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Pada putusan di Pengadilan Agama, baik putusan cerai talak 

maupun cerai gugat dalam hukum positif harus memenui alasan-alasan 

perceraian yang terdapat pada Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Jo Pasal 

19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan dalam Pasal 

116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: 

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat perjudian dan 

lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan  

2. Salah satu emninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin 

pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauan   

3. Salah satu mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang 

lebih berat setelah perkawinan berlangsung  

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan terhadap pihak lain  

5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan 

tidak dapat menjalankan sebagai suami istri  

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga  

7. Suami istri taklik talak  

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya pertengkaran 

Pada pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 76 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 perkara perceraian ini dapat dikabulkan 

apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai:  

1. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran 
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2. Sifat dan bentuk serta kadar pertengkaran dan setelah dipertimbangkan 

ternyata benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi suami istri  

3. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga 

Dari beberapa paparan mengenai perceraian di atas, pada putusan 

Pengadilan Agama No. 541/Pdt.G/2016/PA.Bkl, yang menjadi permasalahan 

utama pada penulisan karya ilmiah ini adalah pada saat istri mengajukan 

gugatan ke Pengadilan Agama  Bangkalan, pada saat itu istri dalam keadaan 

mengandung anak dari suaminya (4 bulan). Tetapi dalam putusan Pengadilan 

Agama No. 541/Pdt.G/2016/PA.Bkl tertulis bahwa sidang putusan 

dilaksanakan setelah melahirkan anak tersebut. Bahwa pada saat sidang 

pembuktian terdapat pengakuan dari saksi yang bernama Siti Solihah binti 

H. Moh. Hasan, pada poin ketiga pengakuannya menyatakan bahwa: Bahwa 

setelah menikah Penggugat dan Tergugat kadang bertempat tinggal di rumah 

orangtua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 

1 bulan, dan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan 

dan sewaktu di kontrakkan ibu Penggugat tinggal bersama di rumah 

kontrakkan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak baru 

berumur 1 bulan".
1
 

Putusan hakim menceraikan keduanya tidak dapat disalahkan, 

karena sebab-sebab atau alasan-alasan Penggugat cukup menjadi alasan 

                                                           
1
 Putusan nomor 541/Pdt.G/2016/PA.Bkl, 7-20. 
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keduanya untuk berpisah atau cerai. Untuk masalah gugatan istri pada saat 

keadaan hamil 4 bulan adalah boleh, hal ini sesuai dengan surah At-talak 

ayat 4 yang berbunyi: 

 وَألُوْلَاتُ الْلَأحَْاَلِ أَجَ لُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حََْلَهُنَّ 

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu 

ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.
2
 

Ayat ini menunjukkan bahwa masa iddah wanita hamil adalah 

sampai ia melahirkan. Jadi wanita hamil boleh di ceraikan atau di talak oleh 

suaminya. Begitu pula tentang Ibnu Umar yang mentalak istrinya ketika 

haid, Nabi S.A.W. memerintahkan kepadanya untuk kembali dan silahkan ia 

mentalak ketika telah suci atau ketika hamil. Sebagaimana bunyi hadits 

berikut:  

 مُرْهُ فَ لْيُ راَ جِعْهَا ثَُُّ لْيُطلَِ قْهَا طاَهِراً أوَْ حَا مِلً 

Artinya: Perintahkan ia (Ibnu Umar) untuk rujuk kemudian setelah itu 

silahkan ia mentalaknya ketika suci atau ketika hamil".
3
 

Pada hadits tersebut menjelaskan bahwa wanita yang dalam 

keadaan haid tidak boleh di talak atau di ceraikan oleh suaminya. Hanya 

wanita yang dalam keadaan suci yang boleh di talak atau di ceraikan oleh 

suami. Wanita yang sedang hamil tidak memiliki haid dalam hal ini berarti 

                                                           
2
 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011) 

3
 HR. Bukhari no. 5251 dan Muslim no. 1471 
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wanita hamil adalah wanita yang dalam keadaaan suci, maka dari itu wnaita 

hamil di bolehkan untuk di talak atau di ceraikan oleh suaminya. 

B. Analisis Teradap Dasar Pertimbangan Hakim No. 541/Pdt.G/2016/PA.Bkl 

Pengadilan Agama Bangkalan dalam putusan perkara No. 

541/Pdt.G/2016/PA.Bkl yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim 

menilai bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat diantaranya: 

Pertama, Penggugat dan Tergugat datang pada hari persidangan 

yang telah ditetapkan dan menghadap di muka persidangan. Majelis Hakim 

telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak 

berasil, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak untuk 

melakukan mediasi namun tidak berhasil. Kemudian dilanjutkan pembacaan 

gugatan dari Penggugat yang mana Penggugat tetap mempertahankan isi 

gugatan tersebut. Selanjutnya pada gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 

menyampaikan jawaban lisan yang pada pokoknya Tergugat menolak dalil-

dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui. 

Kedua, yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah bahwa 

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya mengalami 

pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersifat tempremen, Tergugat bersifat 

tertutup, ibu dari Tergugat terlalu ikut campur. Tetapi pokok permasalahan 

tersebut di sangkal oleh suami pada pembacaan duplik di Pengadilan Agama 

Bangkalan.  
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Ketiga, menurut saksi-saksi yang di hadirkan oleh Penggugat pada 

persidangan, pernyataan saksi satu sama lain saling bersesuaian yang 

menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah 

menikah hidup rukun kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan 

kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat dan kemudian pindah ke tempat 

kontakan selama 1 bulan, dan dikaruniai seorang anak yang masih ada di 

dalam kandungan atau hamil selama 4 bulan pada saat pengajuan gugatan 

tersebut. Kemudian terjadi pertengkaran antara keduanya yang disebabkan 

Tergugat bersifat tempremen, Tergugat bersifat tertutup, ibu dari Tergugat 

terlalu ikut campur. Tetapi pokok permasalahan tersebut di sangkal oleh 

suami pada pembacaan duplik di Pengadilan Agama Bangkalan. Akibat dari 

pertengkaran tersebut, pada bulan Maret 2016 Penggugat pamit pulang ke 

rumah orang tuanya selama 3 bulan. 

Keempat, pada pasal 1 Undnag-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 

2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam serta surah Ar-rum ayat 21 yang 

menyatakan bahwa perkawinan merupakan perjanjian suci yang dibentuk 

dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia 

harmonis, mawaddah dan rahmah. Melihat fakta-fakta rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat telah terpecah maka tujuan dari pernikahan yang 

telah diuraikan di atas atau yang telah di jelaskan pada bab 2 tujuan dari 

pernikahan mungkin sudah tidak bisa lagi terwujud. 
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Kelima, mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat 

adalah sangat sulit, apabila tetap dipertahankan akan menjadi penderitaan 

batin kedua belah pihak terutama pihak Penggugat dan sebaliknya apabila 

diputuskan akan menimbulkan madlarat, akan tetapi madlarat pada 

perceraian ini lebih kecil akibatnya daripada mempertahankan pernikahan 

dalam satu rumah tangga yang sudah terpecah. Sehingga perceraian menjadi 

alternatif untuk yang terbaik bagi kedua belah pihak. 

Dalam hal ini Penggugat dan Tergugat belum menjalankan hak dan 

kewajiban yang semestinya dilaksanakan dalam sebuah rumah tangga. Hak 

dan kewajiban yang diatur dalam dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 dan juga diatur dalam KHI pada Pasal 79. Pasal 33 Undang-

Undang Perkawinan menyatakan bahwa suami istri wajib saling mencintai, 

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang 

lain.
4
 

Hal ini tersebut di atas, sejalan dengan hadits yang tertera pada 

skripsi oleh Wahyu Apandi yang artinya: "Jika kemadlaratan saling 

berlawanan, maka tinggalkanlah madlarat yang lebih berat dengan 

melaksanakan yang lebih ringan resikonya".
5
 Sedangkan dalam kitab Fiqh 

Sunnah juz II terdapat hadits yang artinya: "Maka apabila gugatan istri telah 

pasti dan penderitaan istri menyebabkan ia tidak mampu memikulnya dan 

                                                           
4
 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 53.  

5
 Wahyu Apandi, NIM 102111064, Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang Cerai 

Gugat Karena Suami Jarang Menjalankan Sholat Yang Menyebabkan Pertengkaran (Studi 
Perkara No. 2261/Pdt.G/2012/PA.Kdl), Universitas Islam Negeri Walisongo-Semarang, 2014. 
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Hakim tidak dapat mendamaikan suami istri maka hakim diperkenankan 

menjatuhkan talak bain suami terhadap istri".
6
 

Dalam suatu sengketa perceraian di atas, Hakim telah berusaha 

mendamaikan kedua belah tetapi tidak berhasil. Kemudian Hakim 

memutuskan untuk melakukan mediasi, mediasi disini artinya proses 

mendamaikan kedua belah pihak, antara Penggugat dan Tergugat yang 

dibantu oleh pihak ketiga atau mediator, mediator tidak berhak memutus 

atau memaksakan sebuah masalah sengketa antara pihak Penggugat dan 

Tergugat. 

Berdasarkan penjelasan di atas, sesuai dengan hukum positif di 

Negara Indonesia, putusan ini patut dilakukan karena sebab-sebab atau 

alasan Penggugat telah memenuhi kriteria atau sesuai dengan dengan 

ketentuan perceraian pada Undang-Undang. Sedangkan Tergugat menolak 

sebagian dalil dari Penggugat, namun jika tetap dilanjutkan ditakutkan 

pernikahan ini akan menimbulkan banyak kemadlaratan. Usaha pendamaian 

oleh Hakim antara pihak Penggugat dan Tergugat yang telah gagal, maka 

hakim berhak memutuskan perceraian tersebut. 

Majelis Hakim memutuskan perkara ini dan mnegabulkan gugatan 

Penggugat dengan menjutuhkan talak bain sughra. Maka dalam hal ini suami 

istri tidak lagi memiliki hak untuk kembali pada perempuan yang telah 

diceraikannya. Keduanya tidak lagi berstatus suami istri. Suami tidak boleh 

                                                           
6
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1973), 290.  
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menyetubuhi bekas istri yang telah di ceraikannya, juga tidak dapat saling 

mewarisi. Istri berhak menerima sisa pembayaran atas mahar yang belum 

diterimanya kapanpun selama suami belum meninggal dunia. 

Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini 

yaitu karena terus berlangsung terjadinya perselisihan dan pertengakaran di 

dalam rumah tangga kedua belah pihak. Hakim mengambil hukum positif 

dan hukum Islam yang keduanya bersesuaian untuk memutuskan perkara ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sesuai dengan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terurai di dalam penjelasan pasal 

tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. dengan 

demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut 

hukum dan patut untuk dikabulkan. Jika tetap dilanjutkan ditakutkan 

pernikahan ini akan menimbulkan banyak kemadlaratan. Dasar 

pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu karena 

terus berlangsung terjadinya perselisihan dan pertengakaran di dalam 

rumah tangga kedua belah pihak. Hakim mengambil hukum positif dan 

hukum Islam yang keduanya bersesuaian untuk memutuskan perkara ini. 

2. Dasar perspektif Hukum Islam dalam putusan Nomor 

541/Pdt.G/2016/PA.Bkl ini telah sesuai menurut hukum. Karena putusan 

ini sesuai ketentuan yang tertuang dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah 

No. 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 

perkara perceraian ini dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas bagi 

pengadilan mengenai:  
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a. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran 

b. Sifat dan bentuk serta kadar pertengkaran dan setelah dipertimbangkan 

ternyata benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi suami istri  

c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga 

B. Saran 

1. Dalam suatu rumah tangga yang atau yang diharapkan dari suatu 

pernikahan adalah dapat hidup bersama selamanya antara suami dan istri, 

jadi saling berusaha menjaga rumah tangga tidak akan menyebabkan 

perceraian. Sebelum mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan 

cerai atau memberi talak pada istri, lihat kondisi anak, maka akan berfikir 

lagi untuk mengajukan gugatan. Dalam hal ini sitri sedang mengandung 

anak maka harus memperhatikan beberapa efek kemungkinan negatif, 

karena wanita hamil bisa mengalami baby blues maka dari itu 

pertimbangkan segala sesuatunya dengan baik. Jika masih bisa di perbaiki 

kesalahan antara satu dan lainnya, maka tidak ada salahnya untuk tetap 

hidup bersama. 

2. Untuk melakukan gugatan perceraian berdasarkan hukum positif dan 

Hukum Islam diperbolehkan karena adanya sebab atau alasan tertentu. 

Maka hendaknya untuk melakukan talaq menurut perspektif Islam 

dilakukan setelah seorang istri sedang haid. 
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